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ABSTRAK 

 

Di masyarakat, sirkumsisi dilakukan tidak hanya oleh tenaga medis tetapi juga oleh perawat terutama 

pada praktik mandiri. Perawat harus memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) serta sarana 

prasarana untuk melaksanakan praktik keperawatan mandiri yang disertai adanya pelimpahan 

wewenang dari tenaga medis kepada perawat untuk melakukan praktik kesehatan. Pelimpahan 

wewenang tersebut sering menyebabkan adanya kelalaian medis, karena dokter melimpahkan 

kepada seseorang yang diluar kompetensinya. Kelalaian medis yang terjadi pada praktik sirkumsisi 

dapat berupa terpotong/ luka berat pada gland penis pada saat tindakan atau setelah penyembuhan 

hasil sirkumsisi tidak maksimal yang menyebabkan kulup tertutup kembali, oleh sebab itu pasien 

membutuhkan tindakan lebih lanjut. Berdasarkan masalah tersebut,dapat diambil rumusan masalah 

(1) wewenang perawat pada tindakan sirkumsisi dipraktik mandiri dan (2) tanggungjawab hukum 

perawat yang melakukan tindak pidana (malpraktik) pada tindakan sirkumsisi. Menggunakan 

penelitian hukum normatif dengan fokus pada kajian tertulis menggunakan bahan hukum premier 

seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, putusan, dan bahan hukum sekunder seperti 

bahan pustaka, publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, literatur, 

jurnal, website, buku-buku, komentar-komentar dan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil 

penelitian, wewenang perawat pada tindakan sirkumsisi pada praktik mandiri adalah diperbolehkan 

selama perawat tersebut telah mendapatkan pelimpahan wewenang dari tenaga medis secara tertulis, 

dimana segala resiko akibat dari tindakan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh perawat yang 

menerima pelimpahan wewenang tersebut, sedangkan tanggung jawab perawat dalam tindakan 

sirkumsisi pada praktik mandiri yaitu terdiri dari tanggung jawab menurut ketentuan profesi, yaitu 

sanksi administratif seperti teguran tertulis dan pencabutan izin praktik oleh Majelis Kehormatan 

Etika Keperawatan, selain itu pertanggungjawaban menurut hukum di Indonesia yaitu pidana, 

perdata, dan administrasi. Kewenangan perawat yang didapat secara delegatif menyebabkan perawat 

menanggung pertanggungjawaban atas tindakan yang sesuai dengan kompetensi perawat. Jika 

kewenangan adalah mandat, maka dokter yang memberikan kewenangan akan menanggung 

pertanggungjawaban. Kemudian, penegakan hukum dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu 

formulasi (peraturan), penerapan (profesi dan aparatur negara), dan tahapan eksekusi (pemenuhan 

putusan). 

Kata Kunci: sirkumsisi, malpraktik, wewenang, tanggung jawab. 

 

PEiNDAiHULUAiN 

Kesehatan adalah keadaan kokohnya seseorang, baik secara sehat, intelektual, 

maupun sosial, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memberdayakannya agar 

dapat meneruskan kehidupan yang bermanfaat (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 

pasal 1 ayat 1) serta kebebasan bersama yang seharusnya. dipelihara dan dilaksanakan oleh 

negara sesuai dengan standar negara Indonesia, dimana setiap pergerakan dan kegiatan 

harus dilakukan sesuai dengan standar, dukungan, keamanan dan pengelolaan yang 

berperan penting dalam memperluas pembangunan dan keseriusan gerakan. negara, 

pengembangan SDM dan perbaikan masyarakat Indonesia dengan tujuan akhir untuk 

mencapai kesejahteraan umum dan adil setinggi mungkin. Sebagai bagian dari upaya 
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peningkatan kesehatan seseorang, salah satu strateginya adalah praktik mandiri yang dapat 

dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan untuk 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 pasal 37 ayat 1 (satu), perawat yang 

melakukan praktik keperawatan mandiri berwenang memberikan asuhan keperawatan pada 

bidang upaya kesehatan individu, memberikan konseling. dan konseling bagi klien, 

mengelola pelayanan keperawatan, melakukan peneliti keperawatan, melaksanakan tugas 

berdasarkan pendelegasian wewenang, dan melaksanakan tugas dalam keadaan tertentu. 

sebelumnya wajib memiliki SIPP yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun Tahun 2019 pasal 37 ayat 1 (satu), sebagai jaminan 

kepada masyarakat, tanggung jawab utama perawat adalah memberikan pelayanan asuhan 

keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan guna meningkatkan atau 

mempertahankan kesehatan masyarakat secara optimal. Terdapat fungsi dependen dalam 

praktik keperawatan dimana perawat berperan sebagai tenaga kesehatan yang membantu 

tenaga medis (dokter) dalam melaksanakan pelayanan medis atau tindakan seperti 

pemasangan infus (IV) dan pemberian suntikan serta obat suntik. Para dokter yang 

mengeluarkan perintah ini diberi tanggung jawab terkait hal tersebut. Banyak unsur yang 

terlihat di mata masyarakat dalam tindakan petugas melakukan operasi seperti sunat/ 

sirkumsisi, yang menurut peraturan harus dilakukan oleh tenaga medis (dokter), sedangkan 

kedudukan petugas/ perawat untuk melakukan kegiatan hanya melalui pelayanan 

keperawatan, akan tetapi perawat dapat melakukan tindakan medis tersebut apabila sudah 

memiliki kompetensi serta sudah mendapatkan pelimpahan wewenang berupa delegatif dari 

tenaga medis (dokter) secara tertulis, dengan konsekwensi/ segala bentuk tanggungjawab 

dari tindakan tersebut dilimpahkan kepada perawat yang melaksanakan tindakan medis 

tersebut (Peraturan Nomor 17 Tahun 2023 ayat 2 (pasal 290), sebagai gambaran kasus 

malpraktik sunat berdasarkan putusan 204/Pis.B/2008/PN.Gs, bahwa Perawat berinisial M 

melakukan sunat tanpa izin dokter dan kurang teliti dan hati-hati dalam melakukan aktivitas/ 

tindakan yang menyebabkan terpotongnya bagian atas penis (organ penis) sehingga 

mengakibatkan cacat pada anak tersebut. 

 

METODOLOGI 

Menggunakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada kajian tertulis 

menggunakan bahan hukum premier seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, 

putusan, dan bahan hukum sekunder seperti bahan pustaka, publikasi tentang hukum yang 

bukan berupa dokumen-dokumen resmi, literatur, jurnal, website, buku-buku, komentar-

komentar dan putusan pengadilan. Dalam penelitian hukum normatif ini, menggunakan 

pendekatan dari perundang-undangan (statue approach), dengan jalan menelaah dan 

menganalisa dari perundang-undangan yang ada dikaitkan dengan rumusan masalah yang 

diangkat, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dari pandangan, norma, doktrin 

yang ada dalam ilmu hukum, sehingga akan lahir ide-ide, konsep hukum yang akan diangkat 

sebagai bahan dalam menyelesaikan permasalahan dari tindakan hukum yang terjadi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Wewenang perawat pada tindakan sirkumsisi dipraktik mandiri 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 26 Tahun 2019, definisi perawat adalah 

seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun diluar negeri 

yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 290 ayat 

1(satu) Undang –Undang Nomer 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa 

tenaga medis (dokter, drg gigi) dan tenaga kesehatan (perawat, bidan, apoteker, dll) dapat 
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menerima pelimpahan wewenang untuk melakukan pelayanan kesehatan, sebelumnya 

sesuai pasal 285 ayat 1 (satu) disampaikan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam 

menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada 

kompetensi yang dimilikinya. Berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 

26 Tahun 2019, disebutkan tugas dan wewenang dari perawat dalam memberikan pelayanan 

praktik keperawatan, yaitu : 

• Pemberi asuhan keperawatan; 

• Penyuluh dan konselor bagi klien; 

• Pengelola pelayanan keperawatan; 

• Peneliti keperawatan; 

• Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/ atau; 

• Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. 

Menurut Bab V tentang Praktik Mandiri Perawat pasal 37 ayat 1 (satu) huruf c, yang 

berbunyi perawat yang menyelenggarakan praktik mandiri perawat memiliki wewenang 

salah satunya melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, selanjutnya pada 

ayat 6 (enam) disebutkan pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dalam 

penyelenggaraan praktik mandiri perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf 

c, dilakukan berdasarkan permintaan dokter secara tertulis. Sehingga perawat dapat 

melaksanakan tindakan medis pada praktik mandiri, apabila sudah mendapatkan SIPP 

(Surat Izin Praktik Perawat) dari Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota, melengkapi 

persyaratan terkait lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, obat dan bahan habis pakai, serta 

mendapatkan pelimpahan wewenang dari dokter terkait tindakan medis tersebut secara 

tertulis secara delegasi, dimana apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan terjadi kepada 

pasiennya, maka tanggungjawab dan tanggung gugat sepenuhnya diberikan kepada perawat 

yag menerima delegasi tersebut. 

B. Tanggungjawab hukum perawat yang melakukan tindak pidana (malpraktik) 

pada tindakan sirkumsisi 

Di Indonesia fungsi hukum adalah untuk mengatur, mengendalikan serta 

mengarahkan perilaku manusia didalam masyarakat, juga sebagai kontrol sosial dibarengi 

dengan suatu ancaman serta sanksi-sanksi, dimana hal tersebut tidak akan terwujud tanpa 

kerja dari aparat penegak hukum, terwujudnya pemerintah bersih dan berwibawa apabila 

hukum dijalankan dan ditegakkan secara bersih dan konsekwen, semua pihak harus dapat 

menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku, dari penyelenggara pemerintahan, 

individu dan masyarakat.  

Kemampuan dalam pengaturan pidana biasanya berkaitan dengan pengaturan atau 

pengumpulan jenis tidak pidana tertentu. KUHP secara umum membagi kejahatan menjadi 

dua kategori, yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Ketentuan mengenai tindak pidana tertuang 

dalam KUHP yang merupakan kitab tertulis yang telah dikodifikasikan. Namun, seiring 

berjalannya waktu, hal itu telah muncul pedoman tindak pidana baru yang merugikan orang 

miskin telah diarahkan dalam KUHP 

1. Tahapan dalam proses penegakan hukum antara lain, meliputi : Tahap formulasi, 

merinci tahapan penyidikan oleh badan resmi yang melakukan perumusan peraturan 

yang sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini dan masa depan, kemudian, jadikan 

sebagai pedoman pengaturan yang terbaik dalam rangka memenuhi persyaratan 

pemerataan dan kemahiran, tahap kebijakan disebut juga tahap legislasi; 

2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Oleh 

karena itu, aparat hukum yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan 

pidana yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang harus berpegang teguh 
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pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan dalam melaksanakannya, tahap ini disebut 

sebagai tahap hukum/ yudikatif; 

3. Tahap Eksekusi, tahap penegakan hukum di mana hukum benar-benar dilaksanakan dan 

oleh pejabat yang membidangi peradilan pidana. Pada titik ini aparat pelaksana pidana 

bertugas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

pembentuk undang-undang melalui penjatuhan pidana berdasarkan putusan pengadilan. 

Dengan cara ini, dalam melaksanakan putusan yang sudah ditetapkan di pengadilan, 

petugas yang mengeksekusi pelanggar hukum, ikut serta pelaksanaan kewajibannya 

harus diarahkan mengikuti pedoman hukum pidana (Muladi,1984). 

Pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (perawat) 

kecerobohan/kelalaian berat dalam tindakan sunat dapat diketahui dalam 2 pedoman 

sekaligus, yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Peraturan 

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pedoman Peraturan Pidana (KUHP) dan Undang – Undang 

Nomer 17 tahun 2013 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan pada 

praktik khitan dalam KUHP diatur dalam 2 pasal, tepatnya Pasal 360 ayat (1) dan Pasal 361. 

Perbedaan kedua pasal ini terletak pada keadaan atau waktu kesalahan itu dilakukan. Tindak 

pidana kelalaian berat diatur pada Pasal 360 ayat (1) KUHP, pada tenaga kesehatan dalam 

melaksanakan pekerjaannya melakukan tindak pidana berupa kelalaian berat yang 

mengakibatkan korban mengalami luka berat/ kecacatan, maka dapat juga diterapkan pasal 

361 yang isinya sebagai penambahan pidana, karena tenaga kesehatan dalam melaksanakan 

pelayanan harus sesuai dengan standar operasional dari tindakan yang akan dilakukan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KUHP mengatur 

tentang pertanggungjawaban tindak pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian 

berat dalam pelaksanaan khitan. Namun selain itu, pengaturan lain terkait tindak pidana 

tersebut di atas juga dimungkinkan di luar KUHP, misalnya dalam Undang-Undang tentang 

Kesehatan Nomer 17 tahun 2023, yang khusus ditetapkan untuk mengatur cara kerja tenaga 

medis dan tenaga kesehatan, pada pasal 440 ayat 1 (satu) yang berbuyi : setiap tenaga medis 

atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak 

Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 

 

KESIMPULAN 

Khitan/ sirkumsisi merupakan salah satu tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga 

medis seperti dokter, akan tetapi perawat juga dapat melakukan sirkumsisi jika tenaga medis 

/dokter memberikan delegasi wewenang tertulis kepada mereka. Hal ini dituangkan dalam 

pasal 27 Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2019 dan mencakup pengalihan 

wewenang dengan amanat dan pendelegasian bila diperlukan. Dalam konteks praktik 

keperawatan, prosedur sunat/ khitan dapat dilakukan oleh perawat berdasarkan kompetensi 

yang dimiliki dan pendelegasian wewenang yang diterima perawat, tindakan sunat/ 

sirkumsisi merupakan suatu prosedur medis, dan perawat bertanggung jawab untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kewenangan tersebut. 

Penegakan dan tanggungjawab perawat yang melakukan kelalaian dalam tindakan 

sirkumsisi/ khitan, antara lain : 

pertama, tahap perumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

tenaga medis/ tenaga kesehatan oleh penegak hukum; Kedua, tahapan pelaksanaan 

penegakan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum terkait dari sudut pandang 

profesional, seperti Dewan Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK), serta pihak yang 

berperkara, seperti polisi, jaksa, dan hakim sebagai aparat penegak hukum; ketiga, adalah 

penegakan hukum berupa tahap eksekusi di mana pelaksanaan putusan harus dipenuhi 
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sebagai perawat yang dijatuhi hukuman penjara, maka harus dipastikan masuk penjara. 

Untuk pasal yang bisa diterapkan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tindakan 

malpraktik yang mengakibatkan pasien mengalami luka berat pada saat melakukan tindakan 

sirkumsisi/ khitan antara lain : 

1) Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang meyebabkan orang luka berat; 

2) Pasal 361 tentang penambahan hukuman 1/3, dikarenakan pelakunya adalah tenaga 

kesehatan yang seharusnya memberikan pelayanan sesuai kompetensi standar 

operasional; 

3) Undang – Undang Nomer 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pasal 440 ayat 1 (satu), 

yaitu setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang 

mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah).  

4) Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang meyebabkan orang luka berat; 

5) Pasal 361 tentang penambahan hukuman 1/3, dikarenakan pelakunya adalah tenaga 

kesehatan yang seharusnya memberikan pelayanan sesuai kompetensi standar 

operasional; 

6) Undang – Undang Nomer 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pasal 440 ayat 1 (satu), 

yaitu setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang 

mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah). 
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